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Rahn merupakan suatu prilaku hukum dan setiap prilaku hukum yang 
dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki konsekuensi dari transaksi adalah 
barang gadai (al-marhûn) merupakan jaminan ketika penggadai harta tidak 
mampu untuk membayar sejumlah harta yang dipinjam dari al-murtahin. Namun 
pada praktiknya, Pegadaian Syari’ah cabang Way Halim Bandar Lampung yang 
memberikan suatu opsi kepada al-râhin untuk membayar sejumlah biaya untuk 
penundaan lelang barang yang dijadikan jaminan, apabila al-râhin tidak 
menginginkan barang jaminannya dilelang oleh lembaga tersebut. Akan tetapi, 
pembayaran biaya tersebut tidak mengurangi jumlah atau angka uang yang 
dipinjam dari lembaga Pegadaian Syari’ah tersebut yang menyebabkan 
masyarakat yang mengatakan bahwa praktik ini merupakan bunga pinjaman dan 
merupakan riba yang diharamkan karena adanya penambahan sejumlah biaya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik 
pembayaran biaya penundaan lelang pada Pegadaian Syari’ah cabang Way Halim 
Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik 
pembayaran biaya penundaan lelang tersebut. 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (field 
research), dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan 
kehidupan. Sumber data yaitu data primer dari wawancara dan data sekunder dari 
buku-buku yang relevan dengan penelitian. Karena penelitian ini merupakan 
penelitian populasi, maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi. 
menggunakan metode berfikir induktif untuk menganalisisnya. 
Hasil dari penelitian ini berdasarkan wawancara dan analisa secara 
mendalam adalah bahwa praktik pembayaran biaya untuk penundaan lelang di 
lembaga Pegadaian Syari’ah memiliki beberapa prosedur yaitu jatuhnya tempo 
(cut off) terjadi pada setiap bulan dan terdapat 3 kali pada setiap bulannya, 
tepatnya persepuluh hari dari setiap bulan, yaitu pada tanggal 1, 11 dan 21 dengan 
kesempatan untuk satu kali pembayaran saja dalam waktu 10 hari setelah jatuh 
tempo. Apabila setelah 10 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo pihak râhin 
tidak mampu mengembalikan hutangnya yang terdiri dari hutang pokok dan 
mu’nahnya, barulah pihak Pegadaian Syari’ah melelang marhûn (barang yang 
dijadikan jaminan).  
Dan tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran biaya penundaan 
lelang adalah diperbolehkan dan halal. Hal ini mengacu dengan beberapa alasan 
sebagai berikut: pertama, jumlah biaya yang dibayarkan untuk penundaan lelang 
tersebut merupakan biaya yang digunakan untuk memperpanjang waktu barang 
yang digadaikan (marhûn) berada di dalam penjagaan dan penyimpanan Lembaga 
Pegadaian Syari’ah baik di dalam berangkas, gudang maupun yang lainnya. 
Karena berdasarkan peraturan yang berlaku di Lembaga tersebut, barang yang 
sudah jatuh tempo harus dikeluarkan dari peyimpanan dan penjagaan seperti 
berangkas dan gudang. Kedua, karena pembayaran biaya penundaan lelang sama 
saja dengan ujrah (upah/ongkos) dari suatu ijârah (sewa), maka sudah jelaslah 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap 
penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 
skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran 
Biaya Penundaan Lelang (Studi Pada Pegadaian Syari‟ah Cabang Way 
Halim)”. 
1. Tinjauan, adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.
1
 
2. Hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku 
manusia mukallaf (orang yang dibebani hukum) yang diakui dan diyakini 
masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.
2
 Menurut Beni 
Ahmad Saebani, hukum Islam adalah seperangkat landasan hukum suatu 
perbuatan baik yang berhubungan dengan perintah, larangan maupun 
pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Allah S.W.T dan Rasululllah S.A.W.
3
  
3. Biaya, adalah berwujud: benar/nyata; sungguh-sungguh ada.4 Sedangkan 
penundaan, adalah merupakan proses, cara, perbuatan menunda.
5
 
                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 
ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
2
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 5. 
3
Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.11. 
4
Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, Kamus Populer Ilmiah Lengkap (Surabaya: 





4. Lelang, adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang 
atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.
6
  
Berdasarkan penegasan judul di atas secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa yang penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adalah 
bagaimana hukum praktek pembayaran biaya penundaan lelang ditinjau dari 
kaca mata hukum Islam atau fikih muamalah.Dan dengan penegasan tersebut 
diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari 
beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses 
penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif. 
a. Menurut penulis, judul ini layak untuk dibahas, karena ada sebagian 
masyarakat yang memiliki pandangan bahwa pembayaran biaya untuk 
penundaan lelang merupakan suatu bunga. Oleh sebab itulah, penulis 
ingin membahas lebih lanjut tentang status hukum pembayaran biaya 
yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syari‟ah cabang Way Halim.  
b. Mengenai lokasi penelitian, penulis lebih memilih Pegadaian Syari‟ah 
cabang Way Halim ketimbang cabang yang lainnya di karenakan lokasi 
penelitian yang tidak terlalu jauh dengan lokasi penulis menimba ilmu 
yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 
c. Karena judul skripsi ini belum pernah dibahas oleh mahasiswa, oleh 
sebab itu diperlukan untuk mengkajinya. 
                                                             
6
Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, Kamus Populer Ilmiah Lengkap…, h. 262.  
3 
 
2. Alasan Subjektif. 
Ditinjau dari aspek bahasa, judul skripsi ini berkaitan erat dengan 
disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Mua‟malah Fakultas Syari‟ah 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Hukum atau aturan-aturan Allah S.W.T yang mengatur antara manusia 
dalam kaitannya dengan urusan duniawi  dalam pergaulan sosial disebut 
dengan muâ’malah. Menurut Hudlari Bik muâ’malah adalah: 
ْيُع اْلُعُقْوِد الَِِّت ِِبَا يَ َتَباَدُل َمَناِفُعُهْم   اَْلُمَعاَماَلُت َجَِ




Menurut Idris Muhammad, muâ’malah adalah aturan-aturan Allah 
S.W.T yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya 




Salah satu perilaku antara seseorang dengan yang lainnya adalah rahn 
(gadai). Secara etimologi rahn diartikan dengan: 
 وُ نْ مِ  هُ اءُ فَ يْ تِ سْ إِ  نُ كِ يُْ  ق  ِبَ  ئ  يْ شَ  سُ بْ حَ 
“Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan 
sebagai pembayaran dari barang tersebut”.
9
 
Dasar hukum diperbolehkannya rahn yaitu firman Allah S.W.T: 
                                                             
7
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2. 
8
Ahmad Idris, Fiqh al-Syāfi’iyyah (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 1 
9
Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159.  
4 
 
ف ٖرَوَ َإِنَ  وَ  ل ٰىَس  ََال ۡمَت ِجُدوَ َُكنتُۡمَع 
ٞۖ
ٞة ۡقبُوض  ٞنَمَّ اتِٗباَف ِره ٰ   2٨3...ك 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’âmalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)... “ (Al-Baqarah: 283). 
Sabda Rasulullah S.A.W: 
ي دِ وْ هُ يَ  نْ ي مِ رَ تَ شْ اِ  مَ لَّ سَ  وَ  وِ يْ لَ عَ  اللَّوُ ي لَّ صَ  وِ اللَّ  لَ وْ سُ رَ  نَّ ا أَ هَ نْ عَ  اللَّوُ ي ضِ رَ  ةَ ائشَ عَ  نْ عَ 
.(يارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ )َد  يْ دِ حَ  نْ ا مِ ع  رْ دِ  وُ نَ ىَ رَ  ا وَ ام  عَ طَ 
10
ََ
“Diriwayatkan dari „Âisyah R.Ah bahwa Rasulullah S.A.W pernah membeli 
makanan dengan menggadaikan baju besi” (H.R Bukhârȋ). 
Akad rahn merupakan sebuah prilaku hukum, dan setiap prilaku hukum 
yang dilakukan oleh subjek hukum maka pastilah ada konsekusensi atau akibat 
hukum. Berdasarkan pengertian gadai di atas, bahwa barang gadai (al-marhûn) 
merupakan jaminan ketika penggadai harta tidak mampu untuk membayar 
sejumlah harta yang dipinjam dari al-murtahin. Namun pada praktiknya, 
sebuah lembaga Pegadaian Syari‟ah memberikan suatu opsi kepada al-râhin 
untuk membayar sejumlah biaya untuk penundaan lelang barang yang 
dijadikan jaminan, apabila al-râhin tidak menginginkan barang jaminannya 
dilelang oleh lembaga tersebut. Akan tetapi, pembayaran biaya tersebut tidak 
mengurangi jumlah atau angka uang yang dipinjam dari lembaga Pegadaian 
Syari‟ah tersebut. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian 
lebih lanjut. Karena terdapat pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa 
                                                             
10
 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz. VII, No. 1894 (Beirut: Darul 
Kutub al-Ilmiyyah, 2008), h. 432. 
5 
 
praktik pembayaran biaya pendundaan lelang pada Pegadaian Syari‟ah cabang 
Way Halim tersebut merupakan bunga pinjaman dan merupakan riba yang 
diharamkan karena adanya penambahan sejumlah biaya. Maka penulis 
menuangkan penelitian ini dalam sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Biaya Penundaan Lelang (Studi Pada Pegadaian Syari‟ah Cabang Way 
Halim Bandar Lampung)”. 
D. Fokus Penelitian 
Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, 
maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada 
praktik pembayaran biaya penundaan lelang (studi pada Pegadaian Syari‟ah 
cabang Way Halim Bandar Lampung). 
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik pembayaran biaya penundaan lelang pada Pegadaian 
Syari‟ah cabang Way Halim Bandar Lampung? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pembayaran biaya 
penundaan lelang pada Pegadaian Syari‟ah cabang Way Halim Bandar 
Lampung? 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui praktik pembayaran penundaan lelang pada Pegadaian 
Syari‟ah cabang Way Halim Bandar Lampung. 
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b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik pembayaran 
penundaan lelang pada Pegadaian Syari‟ah cabang Way Halim Bandar 
Lampung. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 
mengenai pembayaran biaya penundaan lelang dan memperkaya serta 
memperluas pengetahuan masyarakat umumnya dan mahasiswa Fakultas 
Syari‟ah khususnya. Tidak hanya itu, skripsi ini diharapakan menjadi 
referensi bagi para akademisi dalam menulis karangan ilmiah, agar 
proses pengkajian terus berlangsung dan memperoleh hasil yang 
maksimal. 
b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai panduan untuk 
dipergunakan sebagaimana semestinya dalam praktik rahn (gadai) di 
Indonesia. 
G. Signifikansi Penelitian 
Penelitian ini cukup signifikan untuk segera dilaksanakan karena 
bagaimana diketahui bahwa praktik rahn merupakan bagian dari kegiatan 
muamalat yang sering kali transaksi ini dilakukan oleh masyarakat. Di samping 
itu transaksi pembayaran biaya penundaan lelang dianggap oleh masyarakat 
bahwa transaksi ini termasuk ke dalam praktik riba yang diharamkan, 
dikarenakan pembayaran biaya penundaan lelang tidak mengurangi pokok 
hutang/pinjaman dan biaya mu’nah (ijârah/sewa tempat penyimpanan barang 
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gadaian). Dan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menjawab 
persoalan-persoalan di atas. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 
suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu 
tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif 
sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk 
penyusunan laporan ilmiah yang berlokasi di Pegadaian Syari‟ah.
11
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah 
suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 
diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk 
menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka 
yang diamati.  
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alquran, 
Hadis dan wawancara secara langsung kepada manajemen lembaga 
Pegadaian Syari‟ah dan kepada nasabah yang pernah melakukan praktik 
rahn pada lembaga tersebut. 
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Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2011), h. 96. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk 
kepada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel yang 
keseluruhannya itu yang ada relefansinya dengan judul skripsi yang 
penulis sedang teliti. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau 
objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untiuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
12
 Populasi 
dalam penelitian ini adalah 5 orang. Dalam hal ini yang menjadi populasi 
penelitian ini adalah seluruh pegawai lembaga Pegadaian Syari‟ah 
cabang Way Halim yang terdiri dari 5 orang.  
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. 
Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apablia populasi 
kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua, sehingga 
penelitiannya adalah penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar dari 
100, maka diambil 10/15%. 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka sampel dalam penelitian ini 
terdiri dari adalah 5 orang. Dalam hal ini yang menjadi sampel dalam 
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Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis 
dalam Penelitian…, h. 185. 
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penelitian ini adalah seluruh pegawai lembaga Pegadaian Syari‟ah cabang 
Way Halim yang terdiri dari 5 orang Dengan demikian penelitian ini 
merupakan penelitian populasi. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  
a. Wawancara atau dalam istilah lain disebut interview, yaitu suatu cara 
mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari 
sumbernya.
13
 Artinya penulis memperoleh informasi langsung dari pihak 
manajemen lembaga Pegadaian Syari‟ah dan nasabah yang bertransaksi 
dalam pembayaran biaya penundaan lelang. 
b. Observasi adalah melakukan pengamatan untuk mengetahui 
kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan.
14
 
Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) 
kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti mengamati bagaimana 
kondisi dari lembaga Pegadaian Syari‟ah. Sehingga mendapatkan data-
data mengenai praktik pembayaran biaya penundaan lelang tersebut.  
c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 
subjek sendiri tentang subjek penelitian praktik pembayaran biaya 
penundaan lelang dengan intens. 
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Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
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Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 
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6. Pengolahan Data 
Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti 
menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:  
a. Pengeditan (editing), adalah pengecekan atau pengoreksian data yang 
telah dikumpulkan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-
kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat 
koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi, dan diperbaiki 
dengan sebenar-benarnya. 
b. Sistematisasi data (systematizing), yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
15
 
7. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Dalam analisis 
kualitatif hubungan antar semantis sangat penting karena peneliti tidak 
menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok 
teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data 
yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan 
mempunyai makna. 
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Abdulkadir Muhammad,  Hukum dan Penelitian Hukum (Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2004), h.  
BAB II 
KAJIAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Ketentuan Umum Rahn 
a. Pengertian Rahn 
 
Dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada 
suatu ketika. Untuk menutupi atau mengatasi kesulitan tersebut itu 
terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Pinjaman tersebut harus 
disertai dengan jaminan. Praktik seperti ini dalam hukum Islam disebut 
dengan Rahn. 
Secara etimologi, kata rahn berarti tetap, kekal dan jaminan.
1
 
Rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian al-tsubût wa al-dawâm 
artinya tetap dan berkekalan, ada yang menyatakan kata rahn bermakna 
al-habs, artinya tertahan, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT 
yang berbunyi: 
َِْٕٞتٌ   ب َمَسبَۡج َس ََ  ٨٣ُموُّ َّۡفِسِۢ بِ




Pada ayat tersebut, kata rahȋnah bermakna tertahan. Pengertian 




Menurut istilah syara‟, yang dimaksud dengan rahn: 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 251. 
2
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: 
Diponegoro, 2010), h. 576. 
3
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah …, h. 252. 
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 َفاُءُه ِمْنوُ يْ ْستِ إِ ُُيِْكُن  َحق   َماٍل ِلَوفَاءِ ْحتَِباُس إِ َعْقٌد َمْوُضْوُعٌة 
Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin 
diperoleh dengan sempurna darinya.
4
 
Wahbah al-Zuhailȋ mengemukakan definisi Rahn yaitu: 
 
 ِمْنوُ ْستِيَفاُؤُه إِ ْبُس َشْيٍء ِِبَق  ُُيِْكُن حَ 
Menjaminkan sesuatu yang dapat dijadikan pembayaran hutang.
5 
Pendapat lain juga dikemukakan oleh Abdurahman Al-Jazirȋ: 
 
ْينِ  َمالَِيةٌ  َجْعُل َعْْيٍ ََلَا ِقْيِمةٌ  َقًة ِبَدْيٍن ِِبَْيُث ُُيِْكُن َأْخُذ الدَّ  وْ أَ  ,ِف َنظَِر الشَّرِْع َوثِي ْ
 ْْيِ عَ الْ  كَ لْ تِ  نْ مِ  وُ ضَ عْ بَ  ذَ َأخَ 
Menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara‟ sebagai 




Para ulama memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan 
rahn yaitu sebagai berikut: 
1) Ulama Mâlikiyah 
 




Menurut ulama Mâlikiyah, yang dijadikan barang jaminan 
(agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang 
bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan 
                                                             
4
 Hasbi Al-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Bulan Bintang: Jakarta, 1984), h. 86. 
5
Wahbah al-Zuhailȋ, Al-fiqh al-Islamȋ wa Adillatuhu, Juz. V (Lebanon: Dâr al-Fikr, 1984), 
h.180. 
6
Abdurahman al-Jazirȋ, Al-Fiqh „Alâ Madzâhib al-Arba‟ah, Juz. III (Mesir: Al-Maktabah 
al-Tijâriyah al-Kubrâ, 1969), h. 319. 
7
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., h. 252. 
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(agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga 
penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai 
jaminan, maka yang disahkan itu surat jaminannya.
8
 
2) Ulama Hanafiyah  
 
“Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak 
(pihutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (pihutang) 
itu, baik seluruhnya maupun sebaliknya”. 
3) Ulama Syâfi‟iyah   
 
“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan terhadap hak (pihutang) 




Definisi yang dikemukakan oleh ulama Syâfi‟iyah ini 
mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan 
hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi.
10
 
4) Ulama Hanâbilah  
“Menjadikan suatu benda sebagai bentuk keperayaan suatu hhutang 
untuk dipenuhi harganya. Bila yang bersangkutan tidak sanggup 
membayar hhutangnya”.  
Berdasarkan beberapa pendapat tentang rahn yang telah 
dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rahn adalah 









menyerahkan barang yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan suatu 
hutang kepada pemberi hutang. 
b. Dasar Hukum Rahn 
Para ulama fikih sepakat bahwa menggadaikan barang boleh 
hukumnya, dengan landasan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-
quran dan juga dari landasan lain yaitu hadis dan ijmâ‟. 
1) Al-quran 
Landasan utama diperbolehkannya rahn adalah terdapat dalam 
Al-quran surat al-baqarah ayat 283: 
 َٗ  َٗ ٰٚ َسفَٖش  ٌۡ َعيَ ِٞ  ئُِ ُمْخُ ٌۡ حَِجُذْٗا َمبحِٗبب فَِشَٰٕ ۡقبُ ىَ َِ بَۡعُضُنٌٍَّ ٍِ ُۡ أَ ِ  فَا
ٞۖ
 َ٘ضٞت
َِ ٱ ىَِّزٛٱبَۡعٗضب فَۡيَُٞإدِّ  َِ َْخَُٔ  ۡؤحُ ٍَٰ َ ٱۡىَٞخَِّق  َٗ  ۥأَ ُ  ّللَّ َُْ٘ا  َٗ  ۥ َسبَّٔ  ٱََل حَۡنخُ
َذةَ  َٰٖ ِ  َٗ  ىشَّ ٍَ
 ُ َٖب فَأَِّّ َۡ ٌٞ قَ  ۥ َٝۡنخُ ُ ٱ َٗ  ۥ ۡيبُُٔ َءاثِ ٌٞ  ّللَّ َُ َعيِٞ يُ٘ ََ ب حَۡع ََ   ٣٣٨بِ
Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang jaminan yang dipegang (oleh yang menghutangkan). Akan 
tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah 
ia bertakwa kepada tuhannya. Dan, janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian,barang siapa yang menyembunyikannya, 
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.
11
 
Dalam ayat di atas Allah SWT berfirman “jika kamu dalam 
perjalanan”, maksudnya adalah sedang melakukan perjalanan, lalu 
kamu berhutang sampai waktu tertentu, sedang kamu tidak 
memperoleh seorang penulis yang dapat menuliskan transaksimu.  
Ibnu Abbâs berkata: “atau kamu memperoleh penulis namun 
tidak ada kertasnya, atau tintanya, atau penanya, maka hendaklah ada 
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barang jaminan yang dipegang oleh orang yang menghutangkan”. 
Yang dimaksudkan dengan “penulis” yaitu adalah jaminan yang 
dipegang oleh orang yang menghutangkan. Firman Allah SWT “maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang memberi 
pinjaman). Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa 
jaminan harus merupakan sesuatu yang dipegang.
12
 Dalam ayat 
tersebut juga terdapat firman Allah, “namun, apabila sebagian kamu 
mempercayai yang lain, maka orang yang diberi kepercayaan harus 
melaksanakan amanatnya.
13
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat 
tersebut di atas menunjukkan sebuah bentuk jaminan yang 
memudahkan bagi setiap orang yang akan berhutang walaupun dalam 
kondisi tidak menemukan juru tulis untuk menuliskan hutang atau 
transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Namun, jika kamu 
mempunyai orang lain untuk dijadikan saksi, maka orang tersebut 
harus melaksanakan persaksiannya. Hal ini juga dipertegas dengan 
firman Allah SWT dalam surat Al-Mâ‟idah ayat 106: 
َذةَ  َٗ … ٌُ َشَٰٖ ِ ٱََل َّۡنخُ َِ  ّللَّ َِ َِ ٱئَِّّب  ئِٗرا ىَّ ٞ َِ   ٦٠6 ۡۡل ثِ
“Dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah; 




2) Al-Sunnah  
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Dibolehkannya rahn selain di dalam Al-quran juga dapat 
didasarkan pada hadis yang berfungsi sebagai penjelas 
diperbolehkannya rahn dalam Al-quran.  
Diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari 
istri Nabi SAW yang bernama „Âisyah r.a berkata: 
َها : َأنَّ الَنَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َو َسلََّم اْشتَ َرى َطَعاًما  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهلُل َعن ْ
 ٦5.ِمْن يَ ُهْوِدي ِإََل َأَجٍل َو َرَىَنُو ِدْرًعا ِمْن َحِدْيدٍ 
Dari „Âisyah r.a berkata: sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli 
makanan dari orang yahudi, dan beliau menggadaikannya baju besi 
(perang) beliau. 
Begitu juga dengan hadis lain Anas r.a pernah menuturkan: 
ى اهلُل َعَلْيِو َو َسلََّم ِدْرًعا لَُو َعْن اََنٍس َرِضي اهلُل َعْنُو لََقْد َرَىَن النَِّب َصلَّ 
  ٦6.َذ ِمْنُو َشِعي ْرًا ِِلَْىِلوِ بِاْلَمِديْ َنِة ِعْنَد يَ ُهْوِدي َو َأخَ 
Dari Anas r.a sesungguhnya Nabi muhammad saw pernah 
menggadaikan baju besinya di madinah kepada orang yahudi, 
sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga beliau. 
 
Menurut kesepakatan para ulama fikih, peristiwa Rasulullah 
SAW  menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus rahn pertama 
dalam Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Dan agama 
Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim 
dalam bidang muamalat, maka seorang muslim tetap wajib membayar 
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hutangnya sekalipun kepada non-muslim.
17
 Kisah yang sama juga 
diriwayatkan oleh Abû Hurairah:  
ِحِبِو اَل يُ ْغِلُق الرَّْىُن ِمْن َصا :َقالَ  َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم اَل َأنَّ َرُسْوَل اهلِل َة قَ َعْن َاْْب ُىَريْ رَ 
 ٦٣.َعَلْيِو َغْرُموُ  الَِّذى َرَىَنُو َلُو ُغْنُمُو وَ 
Dari Abû Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: gadai 
tidak menutup pemiliknya yang menggadaikannya (ia memiliki 
hasilnya) dan wajib menanggung kerusakannya”. 
Berdasarkan hadis tersebut di atas dijelaskan bahwa pemilik 
barang gadai itu masih tetap boleh mengambil manfaat dari barang 
yang ia gadaikan. 
3) Ijmâ‟ 
Dasar hukum rahn selain atas dasar Al-quran dan hadis Nabi 
SAW, rahn  juga dituliskan atas dasar ijmâ‟, mayoritas ulama 
berpendapat bahwa rahn diperbolehkan dan mereka tidak pernah 
berselisih pendapat mengenai hal ini. Mayoritas ulama pula 
berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun 
pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah 




4) Fatwa Dewan Nasional 
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Dalam Fatwa Dewan Nasional No. 25 tahun 2002 rahn 
diperbolehkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: 
Ketentuan Umum: 
a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 
marhûn (barang) sampai semua hutang râhin (yang menyerahkan 
barang) dilunasi. 
b) Marhûn dan manfaatnya tetap menjadi milik râhin. Pada 
prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 
kecuali seizin rahin, degan tidak mengurangi nilai marhun dan 
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 
perawatannya. 
c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhûn pada dasarnya menjadi 
kewajiban râhin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban râhin.  
d) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhûn  tidak 
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
e) Penjualan marhûn 
f) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan râhin  untuk 
melunasi hutangnya 
g) Apabila râhin tetap tidak melunasi hutangnya, Maka marhûn dijual 
paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
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h) Hasil penjualan marhûn digunakan untuk melunasi hutang, biaya 
peliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan. 







a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 




c. Rukun dan Syarat Rahn 
Dalam melaksanakan praktik rahn, terdapat rukun dan syarat 
rahn yang harus dipenuhi. Rukun menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi sahnya suatu pekerjaan.
23
 
Sedangkan syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala 
sesuatu yang perlu atau harus ada. 
24
 
1) Rukun Rahn 
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 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia…, h. 
1226. 
24
 Ibid, h. 1402. 
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Rukun-rukun gadai menurut jumhur ulama yaitu:
25
 
a) „Âqid (orang yang melakukan akad) meliputi: 
(1) Al- râhin (yang menggadaikan) 
Dengan ketentuan orang yang telah dewasa, berakal, dapat 
dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. 
(2) Al-murtahin (yang menerima gadai) 
Orang yang dipercaya oleh râhin untuk mendapatkan modal 
dengan jaminan barang (rahn). 
b) Ma‟qûd „Alaih (yang diakadkan) meliputi : 
1) Al- marhûn (barang yang digadaikan). 
Barang yang digunakan râhin untuk dijadikan jaminan untuk 
mendapatkan uang. 
2) Al-marhûn bih (hutang) 
Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada râhin atas dasar 
besaran tafsiran marhûn. 
 
 
c) Shȋghat (ijab dan kabul) 
Kesepakatan antara râhin dan murtahin dalam melakukan transaksi 
rahn. 
Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun rahn 
itu hanya shȋghat yaitu pernyataan kesediaan memberi hutang dan 
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menerima barang jaminan itu. Selain itu menurut ulama Hanafiyah, 
untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan al-
qabdh (serah terima) oleh pemberi hutang. Adapun kedua pihak yang 
melakukan akad barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama 
Hanafiyah termasuk syarat-syarat rahn.
26
 
2) Syarat Rahn 
Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat rahn sesuai 




a) Syarat al-râhin dan murtahin: syarat rahn yang terkait dengan 
orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan 
bertindak hukum. Menurut mayoritas ulama adalah orang yang 
bâligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, kedua 
belah pihak yang berakad tidak disyaratkan bâligh, tetapi cukup 
berakal saja.  
 
 
b) Syarat al-marhûn bih (hutang)  
Marhûn bih adalah hak yang diberikan ketika terjadinya 
akad rahn. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu: 
28
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(1) Marhûn bih hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut 
ulama Hanafiyah, marhûn bih hendaklah berupa hutang yang 
wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik 
berupa uang ataupun berbentuk benda. 
(2) Marhûn bih memungkinkan dapat dibayarkan. Jika marhûn bih 
tidak dapat dibayarkan maka telah menyalahi sebab maksud dan 
tujuan disyariatkannya rahn. 
(3) Hak atas marhûn bih harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh 
memberikan dua marhûn bih tanpa dijelaskan hutang mana 
menjadi rahn. 
Menurut Ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah syarat marhun 
bih adalah:  
(1) Berupa hutang yang dapat dimanfaatkan.  
(2) Hutang harus lâzim pada waktu akad. 
(3) Hutang harus jelas dan diketahui antara râhin dan murtahin. 
Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan 
barang yang digadaikan adalah sama halnya dengan syarat barang 
yang menjadi objek jual beli. Hal ini karena barang jaminan 
tersebut harus dapat dijual oleh murtahin di saat orang yang 
menggadaikan tidak mampu membayar hutangnya.
 29
 Syarat-syarat 
yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah: 
(1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan. 
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(2) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis 
(mempunyai nilai harta secara hukum syara‟). 
(3) Barang yang dibolehkan oleh syara‟ mengambil manfaatnya. 
(4) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya. 
(5) Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang. 
(6) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat. 
(7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran 
dalam beberapa tempat. 
(8) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnyahutang atau 
lebih. 




(1) Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan, harus 
pada waktu akad dan dapat diserahterimakan. 
(2) Barang yang digadaikan harus berupa harta (kekayaan) yang 
bernilai. 
(3) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau 
dimanfaatkan. 
(4) Barang harus jelas, ukuran, jenis, jumlah. 
(5) Barang yang digadaikan harus utuh dan tidak terpisah satu sama 
lain. 
c) Syarat penyerahan marhûn 
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Apabila barang jaminan telah diterima oleh murtahin 
kemudian hutang sudah diterima oleh râhin, maka akad rahn  
bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Syarat yang terakhir 
yang merupakan kesempurnaan rahn adalah penyerahan barang 
jaminan artinya barang jaminan yang dikuasai secara hukum oleh 
murtahin. Namun para ulama berselisih pendapat dalam serah 
terima barang jaminan. Mayoritas ulama berpendapat serah terima 
bukan syarat sah nya akad rahn, akan tetapi hanyal sebagai syarat 
luzûm akad rahn. Maka akad rahn itu belum mengikat kecuali 
dengan terjadinya serah terima barang yang digadaikan. Sedangkan 
menurut ulama Mâlikiyah tidak sempurna akad rahn kecuali 
dengan adanya serah terima barang yang digadaikan. Oleh karena 
itu adanya serah terima barang jaminan merupakan kesempurnaan 
akan rahn. Ulama Mâlikiyah menganggap marhûn tidak harus 
diserahkan secara aktual seperti menjadikan sawah sebagai 
jaminan, maka yang diserahkan adalah surat sertifikatnya.
31
 
d) Shȋghat akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu 
atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah 
menyatakan apabila akad rahn dibarengi dengan syarat tertentu, 
atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya 
batal. Sementara akad rahn nya sah.  
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Sedangkan menurut ulama Hanâbilah, Mâlikiyah dan 
Syâfi‟iyyah menyatakan, syarat itu adalah syarat yang mendukung 
kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. 
Selain syarat-syarat tersebut di atas, para ulama fikih 
sepakat menyatakan bahwa rahn itu dianggap sempurna apabila 
barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan 




d. Akad dalam Rahn 
Akad merupakan prasyarat yang membedakan antara syari‟ah dan 
non-syari‟ah, akad merupakan pintu terbentuknya pernyataan sah atau 
tidaknya perbuatan muamalah.  Dalam rahn akad merupakan prasyarat 
yang menyebabkan gadai dapat diterima secara syar‟i. Ada beberapa 
jenis akad yang perlu diperhatikan dalam rahn, agar bentuk transaksinya 
sesuai dengan hukum Islam. 
1) Akad Tabarru‟ 
Akad Tabarru‟ adalah akad tolong-menolong yang merupakan 
ciri dasar pelaksanaannya suatu rahn. Fathi al-Durainȋ sebagai ulama 
ahli fikih dari Damaskus Suriah beliau mengatakan bahwa kehati-
hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang 
marhûn baik oleh râhin maupun oleh murtahin bertujuan agar kedua 
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belah pihak tidak dikategorikan dalam pemakan riba.
33
 Alasannya 
adalah karena hakikat rahn dalam Islam adalah akad yang 
dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan akad yang dilakukannya lebih 
tepat dengan akad tabarru‟ dan tujuan utamanya adalah al-ta‟âwun 
„ala al-birri wa al-taqwâ (saling tolong-menolong atas kebaikan dan 
ketakwaan).   
Akad tabarru‟ pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk 
mencari keuntungan komersil dan sangat tepat jika dalam akad rahn 
yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat adalah akad tabarru‟ 
bukan untuk mencari keuntungan komersil. Oleh karena itu dalam 
kaitannya dengan rahn  permasalahannya yaitu kaum muslim 
melakukan transaksi rahn karena benar-benar membutuhkan dana 
untuk keperluan pribadi maupun keluarganya, mereka menggunakan 
harta mereka sebagai jaminan (agunan) karena untuk lebih 
meyakinkan dan adanya jaminan yang dipegang oleh pihak pemilik 
modal (murtahin). 
2) Akad Rahn 
Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang 
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3) Akad Ijârah 
Ijârah memiliki makna sewa-menyewa. Kalimat ijârah berasal 
dari kata ujrah  yang artinya upah. Akad ijârah merupakan 
pengambilan manfaat dari dua bentuk yaitu mu‟ajir (pemilik yang 
menyewakan manfaat) dan al-musta‟jir (penyewa atau orang yang 
membutuhkan barang). Barang yang diambil manfaatnya disebut 
ma‟jûr dan adanya kompensasi atau adanya jasa, biaya yang 
dikeluarkan disebut ujrah. 
4) Akad Al-Mudhârabah 
Selain akad ijârah dalam pelaksanaan dan praktik yang bisa 
digunakan dalam rahn, bisa juga seorang râhin dan murtahin 
menggunakan akad mudhârabah. Akad mudhârabah adalah suatu 
akad yang dilakukan oleh pihak râhin dengan pihak murtahin. Râhin 
menggadaikan tanahnya sebagai jaminan untuk menambah modal 
usahanya atau pembiayaan produktif. Dalam akad mudhârabah, pihak 
pemberi gadai akan memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil 
berdasarkan keuntungan yang diperoleh murtahin dengan kesepakatan 
sampai modal yang dipinjamkan dilunasi. 
Jika marhûn dapat diambil manfaatnya maka perlu ada 
kesepakatan yang jelas mengenai pemanfaatan marhûn berdasarkan 
akad yang disesuaikan dengan jenis harta benda yang digadaikan. 
Untuk kesepakatan dalam presentasi bagi hasil dalam keuntungan 
nisbah maka bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan antara râhin 
28 
 
dengan murtahin. Selain itu, dapat juga bermakna bahwa pihak râhin 
dan murtahin  memberikan hasil keuntungan bersama dari hasil tanah 
yang dikelolanya bila pinjaman marhûn yang digadaikan dan uang 
yang diterima dijadikan modal usaha. 
e. Pemanfaatan Marhûn 
Pada dasarnya tidak diperbolehkan terlalu lama dalam 
memanfaatkan barang jaminan (marhûn) sebab hal itu akan 
menyebabkan barang jaminan hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan 
untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya rahn. 
35
 
Berkaitan dengan marhûn, maka terjadi perbedaan pendapat 
dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan marhûn 
yang dijadikan jaminan atas hutang. Untuk lebih jelasnya perhatikan 
uraian dan penjelasan berikut ini. 
1) Kedudukan Marhûn 
Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan 
barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan 
kepadanya oleh pihak penggadai. 
 
 
2) Pemanfaatan Marhûn oleh Râhin (yang menggadaikan). 
Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang 
dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi 
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tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Hal ini 
sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan pemilik 
barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan 
ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu (H.R 
Dâr al-Quthnȋ). 
Dalam pemanfaatan marhûn oleh râhin, terdapat beberapa 
pendapat, yakni di kalangan ulama-ulama Hanafiyyah menyatakan 
pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang 
jaminan itu, jika diizinkan murtahin. Mereka berprinsip bahwa segala 
hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang 
yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak 
ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak 
lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang 




Sedangkan ulama Mâlikiyah berpendapat hampir sama dengan 
ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa râhin tidak boleh 
memanfaatkan marhûn. Keizinan murtahin terhadap râhin untuk 
memanfaatkan marhûn membatalkan akad râhin.
37
 Ada juga pendapat 
lain yang mengatakan bahwa râhin tidak boleh memanfaatkan marhûn 
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baik diizinkan maupun tidak, karena barang tersebut bersifat jaminan 
dan tidak lagi hak pemilik secara penuh.
38
 
Sementara itu, ulama Syâfi‟iyah mengemukakan pendapat 
yang lebih luas dari pendapat ulama-ulama sebelumnya, karena 
pemilik barang itu ingin memanfaatkan marhûn, tidak perlu ada izin 
dari pemegang marhûn yaitu murtahin. Alasannya barang itu adalah 
miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalangi untuk 
memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan marhûn tidak 
boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya, sebab 
itu apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan 
pemiliknya, maka pemilik barang bertanggung jawab untuk hal itu. 
39
 
Kendati pemilik barang (râhin) boleh memanfaatkan hasilnya, 
tetapi dalam beberapa hal râhin tidak boleh bertindak untuk menjual, 
mewakafkan atau menyewakan barang jaminan tesebut, sebelum ada 
persetujuan dari murtahin (orang yang memberi hutang).
40
 
3) Pemanfaatan Marhûnn oleh Murtahin 
Pada asalnya marhûn, biaya pemeliharaan dan manfaatnya 
adalah milik orang yang menggadaikan (râhin). Murtahin tidak boleh 
mengambil manfaat marhûn tersebut kecuali bila barang tersebut 
berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya.
41
  Sedangkan 
menurut ulama terdapat perbedaan dalam menafsirkan pemanfaatan 
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marhûn oleh murtahin. Ulama Mâlikiyah  berpendapat bahwa apabila 
pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau 
mensyaratkan maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan 
barang gadai apabila hutang dalam akad gadai tersebut akad jual beli. 
Bila hutang tersebut adalah hutang qard, maka tidak boleh.
42
 
Sedangkan ulama Hanâbilah berpendapat bahwa apabila yang 
dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang 
jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, 
sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang 
barang jaminan.  
Akan tetapi, menurut ulama Hanâbilah, apabila barang jaminan 
itu bukan hewan atau sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, 




Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa murtahin tidak boleh 
memanfaatkan marhûn baik cara menggunakan, mengendarai, minum 
susu, atau mendiami rumah yang digadaikan, kecuali atas izin râhin. 
Karena murtahin hanya berhak untuk menahan barang gadai tidak 
untuk memanfaatkan. Apabila râhin mengizinkan murtahin 
memanfaatkan marhûn maka ia boleh memanfaatkannya secara 
mutlak menurut sebagian ulama Hanafiyah, akan tetapi sebagian yang 
lainnya mengatakan bahwa murtahin tidak berhak memanfaatkan 
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barang yang digadaikan sekalipun itu diizinkan oleh râhin. Marhûn 
hanya berfungsi sebagai tautsȋq bi al-dayn, sedangkan manfaatnya 
tetap menjadi hak râhin. Jika memanfaatkan, kemudian barang rusak 
maka murtahin menanggungnya. Sebagian ulama yang berpendapat 
melarang adalah dikarenakan riba. Memanfaatkan barang gadaian 
sama dengan qardh yang menguntungkan dan setiap bentuk qardh 
yang menguntungkan adalah riba.  
Jika disyaratkan kepada râhin untuk memanfaatkan barang 
ketika akad diharamkan karena itu adalah riba. Setiap hutang yang 
mendatangkan manfaat maka itu adalah riba, jika tidak disyaratkan 
pada waktu akad dibolehkan karena itu adalah tabarru‟ dari râhin 
kepada murtahin. 
Ulama Syâfi‟iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak 
boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadis 
Nabi SAW “Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik 
debitur (yang berhutang), miliknya keuntungan dan tanggung 
jawabnya pula kerugiannya”. 
Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang 
merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang 
menggadai, maka syarat tersebut batal demi hukum.
44
 
Berdasarkan pendapat beberapa ulama tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa, baik râhin maupun murtahin tidak boleh 
                                                             
44
 Imam Mustofa, Hukum Perjanjian Syari‟ah…, h. 201. 
33 
 
mengambil manfaat dari marhûn, apabila tidak ada izin terlebih 
dahulu. 
4) Pemeliharaan Marhûn 
Dengan tetapnya hak menahan marhûn di tangan murtahin, 
menurut ulama Hanafiyah maka murtahin berkewajiban memelihara 
seperti sebagaimana memelihara hartanya sendiri, marhûn adalah 
amanah ditangan murtahin. Sebagai pemegang amanat, maka ia 
berkewajiban memelihara seperti memelihara harta wadȋ‟ah. Selama 
barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya 
merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh râhin. 
Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut diadakan perjanjian 
pemeliharaan. 
Murtahin tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang 
lain, tidak boleh juga menitipkan pada orang lain. Jika itu terjadi maka 
seseorang tersebut wajib menanggungnya. Dalam hal ini murtahin  
boleh mengendarai marhûn apabila jalannya aman. 
Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama 
sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab 
râhin. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak 




اَل يَ ْغَلُق َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب اَنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلل َعَلْيِو َو َسلََّم قَاَل: 
 45.َعَلْيِو ُغْرُموُ  ى َرَىَنُو لَُو ُغْنُمُو وَ الرَّْىُن ِمْن َصاِحِبِو الَّذِ 
Dari said ibn al-musayyab, sesungguhnya Rasulullah SAW, berkata: 
gadai itu tidak menutup pemilik dari memanfaatkan barang gadai, dia 
berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung kerusakan dan 
biaya”. 
 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan 
ditanggung oleh râhin sebagai pemilik barang gadai (marhûn) dan 
oleh murtahin sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. 
Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai 
ditanggung oleh râhin, karena barang tersebut miliknya dan segala 
biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh murtahin, 
karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-
perkara yang berkaitan dengan barang gadai.  
Dalam hal ini râhin bertanggung jawab untuk menyediakan 
biaya pemeliharaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. 
Râhin tidak boleh mengambil biaya peliharaan marhûn dari hasil 
marhûn kecuali atas kerelaan murtahin karena marhûn semuanya 
berhubungan dengan hak murtahin. 
f. Hak dan Kewajiban Murtahin  
1) Hak Murtahin (Penerima Gadai).46 
a) Penerima gadai berhak menjual marhûn atau barang yang 
digadaikan apabila râhin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada 
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saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat 
digunakan untuk melunasi pinjaman atau marhûn bih dan sisanya 
dikembalikan pada râhin. 
b) Murtahin berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai 
(marhûn) 
c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai 
berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh râhin. 
2) Kewajiban Murtahin (Penerima Gadai).47 
a) Murtahin bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta 
benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. 
b) Murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 
kepentingan pribadinya. 
c) Murtahin berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada 
pemberi gadai jika hutang nya telah dilunasi. 
g. Hak dan Kewajiban Râhin 
1) Hak Râhin (Pemberi Gadai) 
a) Râhin berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang 
digadaikan sesudah melunasi pinjaman hhutangnya 
b) Râhin berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya 
harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian 
Murtahin. 
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c) Râhin berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai 
sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. 
d) Râhin berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima 
gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya. 
2) Kewajiban Râhin (Pemberi Gadai).48 
a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah 
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk 
biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai. 
b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda 
gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi 
gadai tidak dapat melunasi hutang pinjamannya. 
h. Batal dan Berakhirnya Rahn 
Rahn dipandang berakhir dengan beberapa keadaan seperti 
membebaskan hutang, hibah, membayar hutang dan lain-lain seperti 
penjelasan berikut ini. 
1) Borg atau Barang Gadaian Diserahkan Kepada Pemiliknya. 
Mayoritas ulama selain Syâfi‟iyah memandang berakhir akad 
rahn jika murtahin menyerahkan borg (marhûn) kepada râhin sebab 
borg merupakan jaminan hutang. Jika diserahkan, tidak ada lagi 
jaminan. Selain itu, dipandang habis pula rahn jika murtahin 
meminjamkan borg kepada râhin atau kepada orang lain atas seizin 
râhin. 
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2) Penjualan Marhûn.  
Apabila marhûn dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan 
hakim maka, akad rahn berakhir. Jika saat jatuh tempo pelunasan 
hutang, râhin belum mengembalikan uang yang dipinjam. Dalam hal 
ini, murtahin tidak berhak mengakui atas marhûn tersebut, tetapi ia 
berhak menjual marhûn tersebut. Siapa saja boleh membelinya 
termasuk murtahin sendiri, karena hak murtahin hanya sebatas hutang 
râhin. Jika penjualan marhûn melebihi hutang râhin, kelebihan tersebut 
harus dikembalikan kepada râhin. Begitupun sebaliknya, apabila kurang itu 
menjadi tanggung jawab râhin. 
3) Râhin  Melunasi Semua Hutang. 
Apabila rahin melunasi hutang kepada murtahin maka akad 
berakhir. 
4) Murtahin melakukan pengalihan hutang râhin kepada pihak lain 
(hiwâlah). 
5) Râhin atau murtahin meninggal dunia atau râhin bangkrut sebelum 
marhûn diserahkan kepada râhin dan hutang dilunasi 
6) Pembatalan rahn dari pihak murtahin, rahn dipandang habis jika 
murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa izin râhin. Sebaliknya, 
dipandang tidak batal jika râhin membatalkannya.  
Menurut ulama Hanafiyah, murtahin diharuskan untuk 
mengatakan pembatalan borg kepada râhin. Hal ini karena rahn tidak 
terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya 
38 
 
adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 




7) Marhûn rusak atau binasa. Marhûn hakikatnya adalah amanah yang 
diberkan kepada murtahin bukan dhamânah kecuali kerusakan itu 
karena kesia-siaan, demikian menurut mayoritas ulama.
50
 
8) Rahn dipandang habis apabila borg (marhûn) ditasharrufkan, seperti 
diadikan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain. 
1. Ketentuan Umum Ijarâh 
a. Pengertian Upah (Ijarâh) 
Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang 
memberi pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.
51
 Dari pengertian 
tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan 
kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi 
lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain 
upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. 
Upah dalam Islam dikenal istilah ijarâh, secara etimologi kata al-
ijarâh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-„iwad yang dalam bahasa 
Indonesia berarti ganti atau upah.
52
 Sedangkan secara istilah ijarâh 
adalah akad pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh 
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Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara epistimologi 
ijarâh adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah 
mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk 
definisi ini digunakan istilah-istilah ajr, ujrah dan ijarâh. Kata ajara-hu 
dan ajru-hu digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang 
lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal 
negatif. Kata al-ajr (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, 
sedangkan kata ujrah (upah sewa) digunakan untuk balasan dunia.
54
 
Ijarâh adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa 
(mu‟ajjir) oleh orang yang menyewa (musta‟jir), serta pemilikan harta 
dari pihak musta‟jir oleh seorang mu‟ajjir. Dengan demikian ijarâh 




Ijarâh dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa 
sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus 
diperhatikan dalam akad ijarâh ini adalah bahwa pembayaran oleh 
penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. 
Maka yang menjadi objek dalam akad ijarâh adalah manfaat itu sendiri, 
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bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarâh 
kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber  manfaat. 
Dalam akad ijarâh tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, 
akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarâh dalam hal ini 
biasa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.
56
 
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
ijarâh merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat 
(jasa) dari seseorang mua‟jir oleh seorang musta‟jir yang jelas dan 
sengaja dengan cara memberikan pergantian (kompensasi/upah). Akad 
al-ijarâh tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad al-ijarâh juga tidak 
berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri 
adalah materi, sedangkan akad al-ijarâh hanya ditunjukkan pada 
manfaat. 
Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan 
sebagai objek al-ijarâh untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan 
bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat 
perbedaan makna oprasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, 
seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama 
kulliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “karyawan 
bekerja di toko dibayar upahnya sebulan sekali. Jadi dapat dipahami 
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bahwa al-ijarâh adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam 
bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.
57
 
b. Dasar Upah (Ijarâh) 
1. Al-quran 
Al- Qur‟an secara harfiah berarti “bacaan” adalah sebuah kitab 
suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab 
ini diturunkan oleh Allah. Dalam hukum islam pengambilan hukum yang 
pertama harus berdasarkan Al-Quran. 
Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa ijarâh diisyaratkan 
dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu 
Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama 
yang tidak menyepakati ijarâh tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa 
kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran 
menurut kebiasaan (adat). 
Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarâh diisyaratkan 
berdasarkan Al-quran, Al-sunnah dan ijma. 
a) Al-quran surat Al-Qashash ayat 26-27: 
ب َٰٝ أَبَِج  قَبىَۡج  ََ ۡسخَ ٱئِۡدَذٰىُٖ
ِِ  ِجۡشُٓۖٞ ۡ ٍَ َش  ۡٞ َُّ َخ ۡسخَ ٱئِ
ُّٛ ٱ َجۡشثَ ۡ ِ٘ ُِ ٱ ۡىقَ ٞ ٍِ  ٣6 ۡۡلَ
ُۡ أُِّنَذَل ئِۡدَذٙ  قَبهَ  ٜ  أُِسُٝذ أَ َّٜ ٱئِِّّ َٜ ِدَجٖجۖٞ  ۡبَْخَ ِْ ََٰ ٰٚ  أَُ حَۡأُجَشِّٜ ثَ ِِ َعيَ ۡٞ خَ َٰٕ
ٜ  ئُِ َشب َء  َل  َسخَِجُذِّ ۡٞ ُۡ أَُشقَّ َعيَ ب  أُِسُٝذ أَ ٍَ َٗ ِۡ ِعِْذَكۖٞ  َِ َج َعۡشٗشا فَ َۡ ََ ُۡ أَۡح ِ فَا
ُ ٱ َِ  ّللَّ َِ ٱٍِ يِِذٞ   ٣٢ ىصَّٰ
 
 “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah 
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya 
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 
                                                             
57
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, h.115 
42 
 
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia 
(Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan 
salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka 
itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak 
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk 




b) Al-quran surat Al-Baqarah ayat 233: 
 … َٗ  ٍَّ خٌُ  َۡ ٌۡ ئَِرا َسيَّ ُن ۡٞ ٌۡ فَََل ُجَْبَح َعيَ َذُم ىَٰ ۡٗ ْا أَ  ٘ ٌۡ أَُ حَۡسخَۡشِضُع ُۡ أََسدحُّ  ب  ئِ
خٌُ بِ  ۡٞ ۡعُشِٗف  ٲَءاحَ ََ َ ٱ حَّقُ٘اْ ٱَٗ  ۡى اْ ٱَٗ  ّللَّ  ٘ َُ َُّ  ۡعيَ َ ٱأَ َُ بَِصٞٞش  ّللَّ يُ٘ ََ ب حَۡع ََ   ٣٨٨بِ
“… dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 




Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada 
pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan 
sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian 
menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita 
yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian 
harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila 
upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi 
kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai 




c) Al-quran surat Al-Nahl ayat 97: 
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 ِۡ ٍَ  ٍِ ۡإ ٍُ  َ٘ ُٕ َٗ  ٰٚ ٗۡ أُّثَ ِ َرَمٍش أَ ٍِّ يِٗذب  َو َصٰ َِ ُ َع   ۥِٞ فَيَُْۡذََِّْٞٞٔ
ٞۖ
ٗة طَِّٞبَٗت ٰ٘ َدَٞ
 َُ يُ٘ ََ ب َمبُّْ٘ا َٝۡع ٍَ  ِِ ٌۡ أَۡجَشٌُٕ بِأَۡدَس ُ َّٖ ىََْۡجِضَْٝ َٗ٤٢  
“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan 
Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka kerjakan”.
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Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka 
yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka 
seseorang yang bekerja di suatu badan usaha atau perusahaan dapat 
dikatagorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak 
memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang 
haram. Dengan demikian, maka seseorang buruh yang bekerja dengan 




Dalam ayat lain Allah menerangkan bahwa memberikan 
kebolehan kepada hambanya memakan atau meminum dari Sesutu 
yang diharamkan apabila dalam keadaan terpaksa. Hal tersebut 
sebagaimana yang dijelaskan dalam surat-surat berikut: 
 
d) Al-quran surat Al-Baqarah ayat 173:  
 
ب ََ ٌُ  ئَِّّ ُن ۡٞ ًَ َعيَ خَتَ ٱَدشَّ ۡٞ ََ ًَ ٱَٗ  ۡى ٌَ  ىذَّ ىَۡذ ِٔ  ۡىِخِْضٝشِ ٱَٗ ِٕوَّ بِ
ب  أُ ٍَ ِش  ۦَٗ ۡٞ ِۖٞ ٱىَِغ ِِ  ّللَّ ََ فَ
َُّ  ۡضطُشَّ ٱ ِٔ  ئِ ۡٞ ٌَ َعيَ ََل َعبٖد فَََل  ئِۡث َٗ َش بَبٖغ  ۡٞ َ ٱَغ ٌ  ّللَّ ِدٞ   ٦٢٨َغفُ٘ٞس سَّ
“ Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) 
selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
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melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 




e) Al-quran surat Al-Ma‟idah ayat 3:  
ۡج  ٍَ ٌُ  ُدشِّ ُن ۡٞ خَتُ ٱَعيَ ۡٞ ََ ًُ ٱَٗ  ۡى ٌُ  ىذَّ ىَۡذ ِش  ۡىِخِْضٝشِ ٱَٗ ۡٞ ِٕوَّ ىَِغ
ب  أُ ٍَ ِ ٱَٗ ِٔ  ّللَّ  ۦبِ
َخِْقَتُ ٱَٗ  ْۡ َُ قَُ٘رةُ ٱَٗ  ۡى ۡ٘ ََ َٝتُ ٱَٗ  ۡى خََشدِّ َُ ب  أََمَو  ىَِّْطَٞذتُ ٱَٗ  ۡى ٍَ بُعُ ٱَٗ ٌۡ  ىسَّ خُ ۡٞ ب َرمَّ ٍَ ئَِلَّ 
ب ُربَِخ َعيَٚ  ٍَ أَُ حَ  ىُُّْصبِ ٱَٗ َُ٘اْ َٗ ٌِ  ٲبِ  ۡسخَۡقِس
ٌۡ فِۡسٌق   ۡۡلَۡصىَٰ ىُِن ًَ ٱَرٰ ۡ٘ َٝئَِس  ۡىَٞ
َِ ٱ َٗ  ىَِّزٝ  ٌۡ ُٕ ۡ٘ ٌۡ فَََل حَۡخَش ِ ِدُِْٝن ٍِ ُِ  ٱَمفَُشْٗا  ۡ٘ ًَ ٱ ۡخَش ۡ٘ ٌۡ  ۡىَٞ ٌۡ ِدَُْٝن ۡيُج ىَُن ََ أَۡم
 ٌُ َسِضُٞج ىَُن َٗ خِٜ  ََ ٌۡ ِّۡع ُن ۡٞ ُج َعيَ َۡ ََ أَۡح ٌَ ٱَٗ
ۡسيَٰ ِِ  ۡۡلِ ََ  فَ
ب  ْٗ فِٜ  ۡضطُشَّ ٱِدٝ
خَجَ  ٍُ َش  ۡٞ َصٍت َغ ََ ۡخ ٍَ َُّ ِ ٌٖ فَا ۡث ِ َ ٱبِّٖف ۡلِّ ٌٞ  ّللَّ ِدٞ   ٨َغفُ٘ٞس سَّ
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, 
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang 
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam 
binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan 
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan 
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,  (mengundi 
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-
orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada 
hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi 
agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa 





Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa seseorang dapat 
mendapatkan makanan/minuman dari sesuatu yang haram dalam 
keadaan terpaksa. Dengan kata lain seseorang yang berada dalam 
keadaan darurat, yang menyebabkannya harus mengonsumi sesuatu 
yang haram, maka ia diberikan udzur untuk melakukannya. Misalnya, 
orang yang sangat lapar dan tidak ada makanan yang didapatkan 
kecuali daging bangkai maka dalam keadaan itu. 
2. Hadis 
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Hadis adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan 
persetujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. 
Hadist dijadikan sumber hukum Islam selain Al-quran, dalam hal ini 
kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-quran. 
Selain itu ayat Al-quran di atas, ada beberapa hadist yang 
menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan: 
اَِلِجي َْر  ْعُطْواأَ  :َعَلْيِو َو َسلَّمَ  اهللُ  َصلَّى اهللِ قَاَل َرُسْوَل  :ُعَمَر قَالَ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ 
  65(.َرَواُه اْبُن َماَجو ) َأْجرَُه قَ ْبَل َأْن َيَِفَّ َعَرُقوُ 
 “Dari Abdillah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah Saw: berikan 
kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. 
Ibnu Majah). 
 
Diisyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarâh disebutkan 
secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. 
Hadits riwayat Abu Sa‟id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: 
َمِن  :َعَلْيِو َو َسلََّم قَالَ  اهللُ َعْنُو َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  اهللُ ِْب َسِعْيٍد َاخلُْدرِىِّ َرِضَى أَ َعْن 
 66.(َرَواُه َعْبُد الرَّزَّاقِ )  اْسَتْأَجَر َأِجي ْرًا فَ ْلُيَسمِّ لَُو ُأْجرَتَوُ 
“ Dari Abu Sa‟id Al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw bersabda: 
barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya” 
(H.R. Abdul Razaq). 
 
 اهللِ ِاْجَتَجَم َرُسْوُل : َعْنُو أَنَُّو ُسِئَل َعْن َأْجِر اْلُْجَّاِم فَ َقالَ  اهللُ َعْن أََنٍس َرِضَى 
َرَواُه )َعَلْيِو َو َسَلَم َحَجَمُو أَبُ ْو طَْيَبَة َو أَْعطَاُه َصاَعْْيِ ِمْن َطَعاٍم  اهللُ َصلَّى 
 6٢.(الُبَخارِى
                                                             
65
 Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II, No. 2443 (Beirut: Dar 
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“ Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari 
bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah Saw dibekam oleh 
Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak 
makanan. (H.R. Bukhari). 
 
Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang 
dilarang oleh agama, seperti dalam hadist yang diriwayatkan Muslim, 
sebagai berikut: 
اهلُل َعَلْيِو َو َسلََّم َقاَل قَاَل  اهللُ  َعْنُو َعِن النَِّب َصلَّى اهللُ َعْن َأِْب ُىرَيْ َرَة َرِضَي 
اْلِقَياَمِة َرُجُل أَْعَطي ِْب ُُثْ َغَدَر َو َرُجٌل بَاَع ُحرًّا  َثالَثَُة أَنَا َخْصُمُهْم يَ ْومَ تَ َعاََل 
 6٣.(َرَواُه الُبخَّارِى) َفَأَكَل ََثََنُو َو َرُجٌل ِاْسَتْأجرًا فَاْستَ ْوَِف ِمْنُو َو ََلْ يَ ْعِطِو َأْجرَهُ 
 “Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: tiga golongan 
yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang yang memberi 
pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang 
menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang 
mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia 
tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Bukhari). 
 
3. Ijma 
Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu 
hukum dalam agama berdasarkan Al-quran dan Hadis dalam suatu 
perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma 
bahwa ijarâh dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
69
 
Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan 
bahwa sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh 
fuqaha negri besar dan fuqaha masa pertama”. Al-Ijarâh merupakan 
akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran 
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c. Rukun dan Syarat Upah (Ijarâh) 
1. Rukun Upah (Ijarâh) 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud 
karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya 
rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu 
pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam 
unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.
71
 
Menurut Jumhur Ulama, rukun ijarâh ada 4, yaitu: 
a) Aqid 
Yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa menyewa atau 
upah mengupah. Orang yang memberikan upah penyewa disebut 
mu‟jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan 




Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad, 
terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan 
tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. 
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Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja 




Yaitu sesuatu yang diberikan musta‟jir atas jasa yang telah 
diberikan atau diambil manfaatnya oleh mua‟jir. 
d) Manfaat 
Untuk mengontrak seseorang musta‟jir harus diketahui bentuk 
kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis 
pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi 
upah yang masih kabur hukumnya adalah fâsid.
74
 
2. Syarat Upah (Ijarâh) 
Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan 
syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yamg dimaksud dengan 
rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari 
hakikat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa meyewa tanpa 
terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat 
sewa menyewa ialah sesuatu yang harus ada dalam sewa-menyewa, 
tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa-menyewa itu 
sendiri. 
Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarâh dapat dikatakan sah 
apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku 
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1) Pelaku ijarâh haruslah berakal. 
2) Keridhaan pihak yang berakad. 
3) Objek ijarâh berupa harta tetap yang diketahui. 
4) Penjelas tempat manfaat. 
5) Penjelasan waktu. 
d. Macam-macam Upah (Ijarâh) 
1. Ijarâh atas manfaat, disebutkan sewa-menyewa. Dalam ijarâh bagian 
pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Contoh: 
sewa apartemen, sewa tanah, sewa rumah, sewa mobil. 
2. Ijarâh atas pekerjaan, disebut upah-mengupah. Dalam bagian kedua ini, 
objek akadnya adalah pekerjaan seseorang. Contoh: guru, buruh, driver 
jasa transportasi, pelayan dan lain-lain. 
e. Syarat dan Batalnya Upah Serta Berakhirnya Akad Upah 
Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar 
upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan. 
2. Mendapat manfaat. Jika ijarâh dalam bentuk barang apabila ada 
kerusakan pada barang sebelum dimanfaatan dan masih ada belum selang 
waktu, akad tersebut menjadi batal. 
                                                             
75
Ghufran A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 




3. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak 
terpenuhi secara keseluruhan. 
4. Mempercepat pembayaran ijarâh sesuai kesepakatan kedua belah pihak 
sesuai dengan hal penanguhan pembayaran. 
Adapun yang menjadi sebab batalnya upah adalah sebagai berikut: 
1. Jika benda ada di tangan âjir 
a) Jika ada bekas pekerjaan, âjir  berhak mendapat upah sesuai bekas 
pekerjaan tersebut. 
b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, âjir berhak mendapat upah 
pekerjaannya sampai akhir. 
2. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah 
selesai bekerja. 
Para ulama‟ fikih menyatakan bahwa akad al-ijarâh akan berakhir 
apabila: 
a) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 
dijahit hilang. 
b) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad ijarâh telah 
berakhir. Apabila yang disewakan benda, maka benda tersebut harus 
dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila itu berupa jasa, maka 
orang yang bekerja tersebut berhak menerima upahnya. 
c) Menurut madzhab Hanafiyah apabila wafatnya salah seorang yang 
berakad. Sedangkat menurut mayoritas ulama‟ wafatnya salah seorang 
berakad tidak mengakhiri akad dan bisa diwariskan. 
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B. Tinjauan Pustaka 
Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum Ekonomi Syari‟ah 
telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun 
yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan 
ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut: 
1. Rizka Rebriyanti dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Hukum Islam 
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Fatwa DSN-MUI). 
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Harta Bersama (Studi Kasu Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 
PK/Pdt/2007). 
DAFTAR PUSTAKA 
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjamah (Semarang: CV As-Syifa, 
2001) 
 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1990) 
 
Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā’īl. Shahīh al-Bukhārī. Damaskus: Dār Ibn 
Katsīr, 2002. 
 
Al-Jazirī, Abdurrahman. Al-Fiqh ‘Alā Madzāhib al-Arba’ah. Kairo: Dār al-Hadīts, 
2004. 
 
Abdullah bin Abdurrahman, Al-Basam. Taudhih al-Ahkam fi Bulugh al-Maram. 
(Jeddah – KSA: Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah. 1995). 
 
Afandi Yasid M, Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga 
Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: Loging Pustaka) 
 
Al Asqolani Ibnu Hajar, Bulugul Marom Min Adilatil Ahkam (Jakarta: Darun 
Nasyir Al Misyriyyah) 
 
Al-Albani Muhammad, Shahih Sunan Ibnu Majah (Jakarta: Pustaka Azzam, 
2007) 
 
Al-Hajj Ibnu Muslim Al-Husain Abi Imam, Shahih Muslim (Beirut: Dar Al-Kotob 
Al-Ilmiyah, 2003)  
 
Al-Maraghi Mustofa Ahmad, Tafsir Al-maragi, Cet 1 (Semarang: CV Toha Putra, 
1984) 
 
Al-Syalabi Mushthafa Muhammad, Ta’li Al-Ahkam (Mesir: Dar Al Nahdoh Al 
Arabiyah) 
Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 
Reneka Cipta, 2013) 
 
Ash-Shiddieqy Hasbi Muhammad, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka 
Rizky Putra, 2001) 
 
As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma 
Tafarra’a ‘Anha. (Riyadh – KSA : Dar Balnasiyah. 1997). 
 
Az-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 
2011) 
 
Bukhori Imam, Shahih Al-Bukhori, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 
2004) 
 
Chaudhry Sharif Muhammad, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta: 
Kencana, 2016) 
 
Dahlan Rahman Abd H, M.A., Ushul Fiqh Cetakan Pertama (Jakarta: 2010) 
Djamil Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Wacana Ilmu, 2000) 
Effendi Satria, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 
Firdaus, Ushul Fiqh (Jakarta: Zikrul, 2004) 
Hadi Sutrisno, Metodologi Research, Fakultas Teknologi UGM, (Yogyakarta: 
UGM Press, 1986) 
 
Haq Abdul, Formulasi Nalar Fiqih (Surabaya: Khalista, 2006) 
-------, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 
Haroen Nasrun, Ushul Fikih 1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1996) 
Hasan Ali M, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalat, (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 
 
Hidayat Syarifudin dan Sedarmayanti, Metodologi penelitian (Bandung: 
CV.Mandar Maju, 2002) 
 
Arne Huzaemah dan Syaiful Aziz, Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom Pada 
Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqasid al-
Syari’ah, Al-Adalah, Vol. XV, No. 01 (Fakultas Syari’ah UIN Raden 
Intan Lampung: Bandar Lampung, 2018), (Online), Tersedia di: 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/3383/24
71, diakses pada 28 Maret 2019. Dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. 
 
Karim, Syafi’i A, Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2006) 
Khallaf Wahab Abdul, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2002) 
 
